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Karta, Hasto Wardoyo, m
masflkan kebijakan lersebut
tidak akan mengganggu ki-
nerja aparatur maupun pe-
layanan kepada masyarakat
Hasto mengungkapkan,

meski belum final tapi pi- * an WFH.

hakya tclsh merancang

kerja yang menyesuai-
mdmgan kebijakan terse-
but. Salah satunya dengan
menetapkan harl Jumat
scbagai waktu pelaksanaan
WEH bagh ASN & Inghungan
akarta.

fogyal
7 “Agar Kerja tetap efektif,
" rencana saya Jumat WFH
dan hart-har biasa jam Kan-
tor saya perpanjang sampal
sore untuk menutup ke-

Menurutnya, langkah ini
diambil agar produktivitas
tetap terjaga sekaligus me-
‘mastikan pelayanan publik
tidak terganggu. Penyesuai-
an jam kerja dinflat menfa-
di solus! agar target kinerja
tetap tercapai meski ada
pengurangan hari kerja' di
antor,

taris Daerah Sleman,
Susmiarto mengatakan,
mkab Sleman siap mengi-
kut arahan dart pémerintah
pusat.
menunggu petunjuk teknis
ot kelan e
p (WFH untuk
ASN) belom adu Juknisnya
kalau di daerah. Nah nanti di
daerah, kita akan lihat situ-
asi kebutuhan masyarakat,”
katanya, Minggu (22/3).
Ta me Pemkab
SIf sk s melakukan
tidak

£

S e persibindiian
kebijakan pemerintah pu-
sat. Hal itu karena Pemkab
Sleman langsung memberi-
kan pelayanan kepada ma-

Menurut dia, tidak semua
pelayanan bisa dilakukan
Jarak jauh. Ada beberapa
pelayanan yang membutuh-
kan kehadiran atau tatap
muka. “Tentu Kami akan
menyesuaikan dengan ke-
butuhan masyarakat, kare-
nakan kalau daerah itu kan
pelayanan ngeing kepada

syarakat.

pliyanan magarat udak
terganggu,” lerangnya.
Susmiarto_mencontoh-
kan skema WFH pada libur
Idulfitri. Ta menyebut ada
ASN yang melakukan WFH.
namun harus mendapatkan
persetujuan dari kepala or-
anisasi perangkat daerah
(OPD). Selain itu, hanya
untuk pekerjaan-pekerjaan
J20g bisa dikukan di luar

Kebl] an WFH saat ldul-
fitri diserahkan pada OPD,
sebab masing-masing OPD
yang mengetahui persis ka-
rakter kerja di instansinya.

“ administrasi ke-
uangan, itu kan bisa dilaku
kan di rumah. Karena nantt
output Kerjanya dilaporkan
pimpingnnya. Schingga

OPD, yang tahu persis ka-

rakier kerja di Instansinya. an administratif yang ber-
‘Namun, untuk saat ini kami ~ dampak pada dunia usaha.
masth menunggu juknis,  “Jika pelayanan peme-
nanti pasti ada sura edaran  rintah ikut terganggu maka
Juga. Dan kami memastikan ~ akan berdampak pada pro-
Eeayanan masyarakot tdak . ses persinan, e the

uhnya. por-impar dan iin tenaga

Bupati e o amenang  kerja asing,” ucap
Wajar Ismoyo menegaskan ~ Menurut Iqbal alsoun
Pemkab Klaten pada prin- penghematan BEM tidal

sipnya siap menglkuti setiap cukup kuat untuk menja-
raban dorl pemeriniah pu. 4 dacar Kebijakan WFH,
sat terkalt rencana kebijak-  mengingal dampaknya yang
gt terbatas. Solust peng-

“Prinsipnya kami pemda hematan BBM semestinya
‘mengikuti arahan pusat. Se-  tidak perlu mengorbankan

anjang nanti benar-benar  kualitas pelayanan publik,
ada instruksi semacam itu,  dengan lebth mengarahkan
Kami siap menglkuti.” ujar ASN untuk menggunakan
Hamenang, Minggu (22/3).  transportasi publik.

Meski demikian, Ham-  *WFH bagi ASN hanya
enang mengusulkan agar -memberikan pengaruh
Kebijakan tersebut tidak di-  yang sangat kecil ferhadap
berlakukan secara menyelu-  penghematan
Tuh, Khususnya bagi organi-  BBM. Kalau pemerintah o
sast perangkat daerah (OPD) rius ingin melakukan peng-
yang bersentuhan langsung  hematan, seharusnya fokus
dengan pelayanan masyara- pﬂda pengurangan anggaran
Kat. yek-proyek mercusuar

\a menila, fika OPD pe-,_ yang tdak berdampak lang:
layanan publik tetap dipak-_.. sung bagi rakyat." jelas dia..
sakan menjalankan WFH,  Dalam memberlakukan
dampaknya bisa signifikan kebijakan, Iqbal mengi-
terhadap kualitas layanan.  ngatkan pemerintah untuk

dam-

kankan pentingnya koordi-
nasi antara dan
pelaku usaha agar kebijakan
tersebut tidak berdampak
negatif terhddap produktivi-
tas perusahaan. Selain itu,
ia Juga mengingatkan agar
Kebijakan WFH tidak menu-
runkan kualitas pelayanan

]

blik.
Pemerintah diminta me-
‘metakan ASN yang bersen-
tuhan san ma-
syarakat agar tetap dapat
‘memberikan layanan secara
optimal. “Petakan juga ASN
yang bersentuhan langsung
pelayanannya dengan ma-
syarakat, jangan sampai
kebijakan fersebut menuai
keluhan-keluhan di masya-
rakat Karena pelayanan ti-
dak maksimal,” far dia.

Ujang menilai, efektivitas
Kebijakan FH sdogat ber-
gantung pada perencana:
Yang métang serta Tmple.
‘mentasi yang sesual dengan
target

efisiensi

Sebelumnya, Menteri Ko-
ordinator Bidang Pereko-
nomian Airlangga Hartarto
‘mengatakan, aturan teknis
WFH masih

sejumlah

paknya secara menyeluruh
hy

pat laln
sektor kesehatan seperti Di- ~ terhadap pelayanan kepada
nas Kesehatan yang berada  masyarakat dan keberlang-
di puskesmas, serta dinas sungan aktivitas ekonomi. la
yang_ menangani layanan minta pemerintah agar tidak
erizinan seperti DPMPTSP.  terburu-buru dalam meng-
“OPD yang menjadi pelayan  ambil keputusan tanpa kaji-
‘masyarakat harus ada pe- an yang komprehensi.
ngecualian karena dampak-  “Kebijakan yang tampak
nya akan luar biasa,” tegas- praktis belum tentu men-

o

Minim dampak

Presiden Konfederasi Seri- si justru menimbulkan ma-
kat Pekerja Indonesia (KSPI),  salah’ baru. bagi pelayanan
‘Said ighal minta wacana ke- ~ publik dan dunia kerja,” tu-
b

ulang secara mendalam. la terukar
menganggap kebyakan WFH , _ Ahgaota Komis Il DPR dari
tersebut minim dampak ter- | Fraksi Nasdem Ujang Bey
hadap efisiensi anggaran -mengingatkan pemerintah
dapatan belanja ne-  agar wacana kebijakan WFH
gara (APBN). tidak mengganggu kinerfa
Kebiakan WEH Juga ot - penusabaan, Ujsng mengep-
nilal berpotensi menganggu+  resiasi langkah pemerintah
pelayanan publik yang erat  yang mendorong kebijakan
kaitannya dengan kepen- WFH sebagai upaya efisiensi
tingan pekerja dan dunia energi, namun penerapan-
saha. Sektor pelayanan nya harus dirancang secara
publik, terutama di bidang  matang dan terukur.
kelenagakerjaan, sangal  “Unluk swasta saya kira
bergantung pada interaksi pemerintah harus hati-hati
secara langsung, ‘menerapkan program WFH.
Kebijakan WFH juga dipan-  Karenar kan swasa ini me-
dang berisiko menghambat _ miliki target-target tertentu
proses penyelesatan berbagal  bagi perusahaan dan setiap
yang awan dibebankan juga
tuhkan kehadiran fisik Salah ~ capaian kinerjanya. Jangan
satu yang pasti terdampak  sampai penerapan WFH by
adalah pelayanan publik. - swasta mengganggu stabi-
“Dalam sektor ketenaga- litas kinerja perusahaan,”
kerjaan, misalnya, akan ter-  kata Ujang, kepada warta-
ganggu pelayanan mediasi  wan, Senin (23/3).
pelse].lsthxn PHK (pemutus-  Menurut dia,
sEbupgEn ke, THR  perlu menetapkan secara
(unjengan har raje). dan jelas Jumlah ASN maupun
upah. Begitu juga de pekerja swasta yang akas
pengawasan ferhadap pe- terdampak, termasuk cu
laksanaan eyarat dan or;  rasl pelakaatiaan kel
ma Kerja df peruialsan. on terschi . “Target berapa
Kot Ihal Iovmd e jumiah 5N mpt ovast
mi, dilansir Senin (23/3).  yang akan terkena WFH dan
 Sernua 1 tdak bisa dlla. _ dalam rentang waktu bera-
kukan secara WFH, tetapiha-  pa lama? Instansi dan ke-
rustatapmuka.” tambah dia. ~menterian mana saja yang
Di sist lain, kebijakan terdampak (ASN) dan per-
WFH dinilal tidak relevan usahaan swasta apa safa?"
kalau ditinjau dari kebutuh-  tanya dia.
indus-  Dari situ, menurut dia,
tri dan manufaktur. Apalagl, ~ pemerin itung
kegiatan produksi di pabrik  berapa besar penghematan
tidak memungkinkan pene- BBM yang.dicapai. la men-
rapan pola kerja jarak jauh.  lai, penerapan WFH di sektor
Seklor swasia, secara swasta tidakbisa disamakan
usus el telsBhang dengan SV, mengingatiper
beroperast setiap hart tanpa. _ usahaan memiliki target dan
henti s:hmgga eighan beban kinerfa yang harus di-
WFH tru berpo- - capai oleh setiap Karyawan.
enel il HeGbat, * Kareo ol Ujang mene-

e

disusun. Namun, kebijakan
tersebut dipastikan mulat
diberl Lebaran.

“WFH akan didetailkan,
tetapi sesudah Lebaran kita
akan berlakukan,” ujar Air-
langga di Kantor Direkforat
Jenderal Pajak (DJF), Jakar-
ta, Sabtu (21/3)

Ta memastikan, kebijakan
tersebut.akan berlaku bagi
ASN dan didorong pula un-
tuk diterapkan bagi pekerja
sektor swasta, dengan pe-
ngecualian pada layanan ,

tetap harus berjalan

Pelaksanaan WFH juga
akan dikoordinasikan ber-
sama Kementerian Ketena-
gakerjaan (Kemnaker) dan
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri). “(Berlaku un-
tuk) ASN maupun imbauan
untuk swasta. Tetapi yang
tidak; bukan pelayanan

(Koordinasi nanti)
i Rernner dan Menda.
gri.” ucap dia.

Pemerintah menetapkan
kebijakan fleksibilitas ker-
Ja tersebut sebagai respons
atas kondisi gangguan pa-
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wak global itbas perang
di Timur Tengah. Harapan-
nya, bisa mendukung peng-
hematan ene

Menleri Keuangan (Men-
keu) Purbaya Yudhi Sadewa
‘mengaku pemertntah telah
‘memiliki perhitungan kasar

an saya yang
tung, (hitungan) kasarah,
seperlima-nya, kira-kira 20
persen,” ungkap Bendahara
Negara itu

Kebijakan WFH hanya di-
teraplar B ) calarm
sepekan

menm;
bangkan efektivias kerfa. [a
‘menekankan, tidak semua
pekerjaan dapat dilakukan
secara optimal jika penerap-

yang enggak bisa
dengan baik di WFH.” Kata
dia. (kpe/murimaw)
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